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BAB I
KETENTUAN UMUM

Latar Belakang

Reformasi 3irokrasi menjadi komitmen di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk mewuudkan tate kelola pemerintahan
yang baik dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, produktif,
dan mampu melayari secara prima, dalam rangka meningkatkan
kepercayaar:. publik. Diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih
serta terbebas dari pengaruh-pengaruk yang tidak baik, tdak fair,
bertentangan dengan kepatutan, dan bahxan ktertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yarg akhirnya dapat mengarah pada
tindak pidara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KK\'. Salah satunva adalah

kondisi dimana pegawazi terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Potensi adarya benturan kepentingar: dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai harus dapat cicegah dan ditargani secara tepat sesuai xetentuan
peraturan perundang-undangan agar setiap keputusan dan tindakan yang
diambil dilandasi dergan pertimbangen yang profesional, obyektif,
ber:ntegritas. incdepencen, transparzn, dan bertanggung jawab. Hal
tersebut sesuai dengar Undang-Uncang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik serta dengan prinsip-prinsip pengendalian intern

sebagaimana diatar dzlam Peraturan Pemerintal: Nomor 60 Takun 2008



tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerinzah. Dalam kaitan ini, setiap
pejabat dan pegawai memiliki peranan dan zanggung jawab dalam
pengambilan kepurusan dan tindakan sesuai dengan bidang tugas dan
tingkatannya. Dalam pengambilan kezutusan dan zindakan tersesut setiap
pejabat dan pegewa: narus mempuryai sikap mental yang jujur, penuh
rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan
pritadi atau golongan, serta menghindarkar diri dari benturan

kepentingan dan perotatan KKN.

Agar setiap pejabat can pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
memiliki pemahaman vang seragam rmengenai benturan kepentingan serta
memiliki acuan cdaiam bersikap dan berperilaxu terkait penanganan
benturan kepentingan, maka ditezapkanlan Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika dengan mengacu pade ketentuan peraturan perundang-
undangan serta Kode Etik Pegawai Kementerian Komunizasi dan

Informatika.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1699 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan vang Bersih dan Bebas <ari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembzaran Negara Republik Inconesia Tahun 1999 Nomor
75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 czentang Pemberantasan
Tindak Pidana Kcrupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor -40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sepagaimana telah d-ubal: dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tzhur 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 31 Takun >999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Irdcnesia Takun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ientang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Takun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tertang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Takun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undeng-Undang Nomor 5 Tahur 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehur 2014 Nomor 6,
Tambahan _embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teatang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2014
Nomor 292. Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemer:ntah Nomor 60 Tahun 2CC8 tentang Sistem
Pengencalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
127, Tambghan Lembaran Negarz Nomor 4890);

Peraturan Pemerirtah Nomor 53 Tanun 2010 tenzang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74. Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturen  Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor
25/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Kode Etik Pegawai
Kementerian Komunikasi dan Infcrmarika;

Peraturan Menter: Pendayagunsan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor &7 Tahun 2012 zentang Pedoman Umum Penanganan
Beaturan Kepentingan;

Peraturan Menter: XKomunikasi dar: Informatika Nomor 6 Tanun 2018
tentang Organisas: dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informarika;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3.5 Tahun
2015 tentang Nila:-nilai Kementer:an Komunikasi dan Informatika;
Pedomarn: Merteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedomar: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan
Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Iafcrmatika;

Pedoman Merteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Komunikas: can Inicrmatika.



Maksud dan Tujuan

Maksud :

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara negara

(pejabat dan pegawai) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika untuk mengenal, mencegah dan menangani terjadinya

benturan kepentingen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan :

Adapun tujuan dari ditetapkannya Pedomean ini adala= sebagai berikut:

1. menciptakan bucava pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan
penyelenggara negara yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani
benturan kepentingar: secara transparan dar efisien tanpa mengurangi
kinerja penyelenggara negara yang bersangkutan;

2. mencegal: terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak
lain, dan pegawai;

3. mencegal terjadinya perbuatan KKN;

4. menegakkan irtegr:tas penyelenggara negara;can

5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan zata kelola pemerintahan

yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi aturan mengena: hal-hal yang terkait
dengan etika, keputtsan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam

mencegah dan merangeni situasi benturan keper:tingan.

Definisi

1. Beaturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di
lingkungan Kemenzerian memiiki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap setiap per:ggunaan wewenang sehingga
dapat mempengarihi kualitas keputusan dan,’atau tindakannya.

2. Kementerian acaial kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di kidang komunikasi dan informatika.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

4. Pegawai di Lingkungan Kementer:an Komunikasi dan Informatika yang
selanjutnya disebut Pegawai adalak Pegawai Negeri Sipil, Calon

Pegawai Neger: Sipil, Pegawai Pemerintak dengan Ferjanjian Kerja, dan
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Pegawa: lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian diargkat dalam suatu jabatan can bekerja secara penuh
di linggungan Kementerian Komunikeasi dan Informatika.
Kepentingan Pribadi adalah keing'nan/kebur:han Pegawai mengenai
suatu kal yang bersifat pribadi sebagzi akibat dari adanya hubungan
afiliasi/hubur.gar dekat atau balas -asa serta pengaruh dari pihak
lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang
Pegawa: dengan rpihak tertentu baik karena hubungan darah,
hubungan perkawinan, mailpun nubungan
pertemanan, keiompok/golongar: yang dapat mempengaruhi
keputusan dan, atau tindakannya.

Korupsi adalalr perbuatan yang secara melawan hukum untuk
memperkaye diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan nega-a atau perexonomian negara.

Kclusi adalah pernufakatan atau kerjasama secara melawan hukum
antar Pegawai atzu antara Pegawai dan pihax lain yang merugikan
orang la:n, masveraxat dan atau negara.

Nepctisme adalak setiap perbuatan Pegawai secara melawan hukum
yang mengunitngkan kepentingan keluarganmya dan atau kroninya
diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat, komisi, pin-'aman tanpa Zunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan w:sata, pengcbatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya.

BAB I
EENTURAN KEPENTINGAN

Prir:sip Dasar

Prirsip dasar yang harus dianut dalam per.anganan benturan kepentingan

adalah sebagai berikur:

1.
2.

mengutamekan kepentingan publik;
menciptakan ketertukaan penanganan can pengawasan benturan

kepentingan;



mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
dan
menciptakan dar membina budaya organisasi yang tidek toleran

terhadap benturan kepentingan.

Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan

Kementeriar: antara lain:

1.

[€%]

o

penerimaan gratifixasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu
keputusan, tirdakan, dan/atau jabatan;

penggunaan aset jabatan/instansi un-uk kepentingan
pribadi; golongan,

penggunaan informasi jabatan untuk keper:tingan pribadi/golongan;
situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak
tertentu untuk cak mengikuti prosedur dan ketentuan yang
seharusnya ciperiakukan;

perangkapan :abazan di beberapa instansi yang memiliki hubungan
langsung atau ticak langsung, seyenis atau tidek sejenis, sehingga
menvebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan
lain;

proses pengaweszn yang tidak mengikuti prosedur karena adanya
pengartha dan harapen dari pihak yang diawasi; dan/atau

situasi dimana aca kesempatan penyzlahgunsan jabatan.

Jenis Benturan Kepentingan

Jenis-jenis dari benturan xepentingan tersebut antara _ain sebagai berikut:

1.

N ook

kebijakan yang berpihak akibat pengarah, hubungan dekat,
ketergantungan, can,/atau pemberian gratifikasi;

pemberian pelayvanzan dan perizinar: yang diskriminatif;

pemilihan rskaran kerja berdasarkan keputusan yang tidak
profesional;

komersialisasi pelayanan publik;

penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
menjadi bagian da=i pihak yang diawasi;

melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan

prosedur;
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10.

menjadi bagian cari pihak yang mem:liki kepentingan atas sesuatu
yang cinilai;

melakukan pengawasan atau penilaian atas zengaruh pihak lain dan
tidak sesuai norrza. standar, dan prosedur; dan/atau
pengangkatan/nuzasi/promosi Pegawai secara tidak adil/objektif
(fain yang mengndikasikan adarya huburgan dekat, balas jasa,
pengarth, dan/azau kepentingar dar: pejapatr pemerintah atau pihak

tertenzu.

Sumber Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan yang terjaci di lingkungan Kementerian

antara lain capat berasal dari:

1.

)

vor

penya.ahgunaan wewenang, yaitu Pegawai membuat keputusan atau
tindakan yang ticak sesuai dengan tujuan, melampaui wewenang,
mencampuradukkan wewenang dar/atau bertindak sewenang-
wenar.g;

perangkapan jakbatan, yaitu Psgawai mencuduki dua atau lebih
jabatan publik seningga tidak bisa merjalarkan jabatannya secara
profesional, indeperdent, dan akuntabel;

hubungan afiliasi;

gratifikasi;

keiemahan sistem organisasi, yaitu keadsar yang menjaci kendala
bagi pencapaier tujuan pelaksanaan kew=nangan Pegawai yang
disebabkan karena struktur <an budaya organisasi yang ada;
dan/atau

kepentingan pribadi.

BAB III
MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pencegahan Terjadirya Situasi Benturan Kepenzirgan

Dalam rangka mencegan terjadinya situasi benturan kepentingan, maka

setiap Pegawai dilarang:

1

‘kut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi

terjadinya benturan kepentingar:;
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memanfaatkan jakatan untuk member:kean perlakuan istimewa
kepada keluarga, kerabat, kelormpok dan/ateu pihak lain atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara (APBN);

memegang jabatar lain yang patut dicuga memiliki benturan
kepentingan, xecuali sesuai dengan ketentuan peraturan psrundang-
undangan;

melakukan transaksi dan/atau menggunakar: harta/aset barang milik
negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
menerima, membperi, menjanjikar hadiah ‘cinderamata) dan/atau
hiburar: (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
tugas dan/atau wewenangnya, termasuk dalem rangka hari raya
keagamaan atau zcara lainnya;

mengizinkar mirra usaha atau pihak ket:ga memberikan sesuatu
dalam bentuk apapun kepada Pegawai;

menerima rejfunc dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi
dan/ateu bukan heknya dari pihak manapun dalam rangka xedinasan
atau hkal-hal yang capat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk
memenangkan satu atau becerapa pihax dalam pelaksanaan
pengadaan bararg/jasa di lingkungan Kementer:an;

baik langsurg maupun tidak langsung dengar sengaja turut serta
dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk

mengurus atau mengawasinya.

Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Seluruh Unit keria wajib melaksarakan idertifikasi potensi Benturan

Kepentingan yang terxait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan eselon I daa dituangkan dalam formulir dan ditetapkan oleh

pimpinan unit eseion I dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran

Pedoman ini. Pimpinan unit eselon I dapat melaksanakan identifikasi

potensi Benturan Kepertingan baik c: tingkat strategis (eselon I| maupun

di tingkat manajerial operasional (eselon II dan II di bawahnya) sesuai

kebutuhan can ka-akteristik unit kerjanya.



Eselon 2 di Lingkungar Sekretariat cenderal yang ditunjuk oleh Sekretaris

Jenderal, dan Sekretar:s Ditjen/Badan/Itjen wzik:

1.

Melakukan kocrccnasi dalam rangka pemetaan dan penanganan
Benturan Kepentingan di lingkur:gan ese.on I.

Melakukan sosialiszsi hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan
presedur penanganan Benturan Kepentingzn di lingkungan unit kerja
eselon I terkait.

Menyampaikan hasil pemetaan da= sosialiszs: tersebut di atas kepada

Inspektcrat Jenderal Kementerian.

Peranganan Benturar Xepentingan

1.

W

Pada prinsipnya seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya harus menghindarkan ciri dar: sikap, perileku, dan

tindakan yvang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan

Kepentingan.

Dalam pengambiian keputusan dan/atau tindakzan terkait tugas dan

fungsinya itu, Pegawai harus mendasarkan diri pada:

a. peraturan perzndang-undangan dan ketijakan yang berlaku;

b. kode etik Pegawai;

c. p-ofesionalitas, integrites, obyektifitas, independensi,
transparansi, dan responsikilitas;

d. pricsip-prinsip pelayanan prirma,;

e. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
dan/atau

f. ticak cipengaruhi hubungan afiliasi.

Apabila Pegawai berada dalam situasi tenturan kepentingan, maka

untuk mencegalk terjadinya tindakar yang mengarah kepada

penyimpangar. atau KKN, Pegawai tersebut dapzt melakukan salah

satu atau beberapza tindakan setagai berikut

a. pengurangan divestasi) kepentingan prikadi;

b. perarikan diri (recusal) dari proses pengemtilan keputusan;

c. membatasi akses informasi;

d. mutasi;

e. pergalihan tugzs dan tanggung jawab,

f.  pergundurar <:ri dari jabatan.

Pegawzi yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi

Benturan Kepentingan wajib membua: dar menyampaikan surat



pernyataar. potersi benturan kepentingar terhadap kondisi tersebut
kepada atasen iangsung.

Selanjutnya atasan langsung melakukan penelaahan awal atas
laporan potens: Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada
angka 4 dan mengambil kesimpulan aca stau tidaknya Benturan
Kepentingan beserza tindakan peranganarnya pa.ing lambat selama 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya _aporan.

Atasan iangsung menyampaikan laporan hasii sebagaimana dimaksud
pada angka 5 kepada pimpinan unit kerjanya dengan tembusan
kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen atau kepada eselon 2 yang
ditunjuk clek: Sexretaris Jenceral untuk lingkungan Sekretariat
Jendera. paling i:ambat 2 (dual hari kerje sejak laporan potensi
Benturan Kepentingan selesai ditindaklan-uti.

Pegawa: atau pikak-pihak lainzya (mitra usaha/mitra kerja/pihak
keriga dan masvarakat) yang tidak memiiki keterlibatan secara
largsung, namur: mengetahui acanya atat potensi adanya Benturan
Kepentingan, dapat melaporkan melalu: saluran pengaduan
masyaraka: dan penanganan peiaporan pelanggaran (whistleblowing

system) yang difasilitasi oleh Inspektorat Jenceral.

Sanksi

Setiap Pegawai yang terbukti melakuvkan tindakar Benturan Kerentingan

dan tidak melaporkennya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-andangan.

Monitoring dan Evaluasi

Eselon 2 di Lingkungan Sekretariat Jenderal yeng ditunjuk oleh Sekretaris

Jenderal, dan S<kretaris Ditjen/Badan/Itjen wajib:

1.

Melakukzn monitcring dan evaluasi Benturan Kepentingan di
lingkungan unit ker-a eselon I secara berkala minimal 1 (satu) tahun
sekali.

Meryampaikan iaporan pelaksanaan penanganan Benturan
Kepentingan xepada pimpinan eselon [ terkait dengan tembusan
kepada Inspektoret Jenderal sebagai Dahan monitoring dar: evaluasi
paling lamkat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya yang

meliputi:



a. pemetaan penanganan Benturan Kepentingan;

b. dokumentasi sosialisasi;

c. reskapitulasi nas:l penanganan Benturan Kepentingan;

d. hasil monitoring dan evaluasi penanganar Benturan Kepentingan;

dan

e. bukti pelaksaraan tindak lanjut has:l monitoring dan evaluasi.

F. Faktor Pendukung
Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan
Kepentingar. antara lain:
1. komitmen dar kereladanan pimpinan;
2. partisipasi dan xeterlibatan Pegawai;
3. perkatian khusus pada hal terter:tu, antarz lain:

a. hubungan afilizsi (pribadi/golonganj;

b. Gratifikesi;

c. pekerjaan tambahan;

d. informasi orang dalam;

e. kepentingan dalam pengadaan barang,/jasa;

f.  turtutar kelunarga dan komunitas;

g. kecudukear: ci organisasi lair;

h. intervensi pada jabatan sebelumrya; dan/atau

perangkapan jabatan.

[Srey
.

4. langkah-langkan preventif dalam menghindari situasi Benturan
Kepentingan, antara lain:
a. sosialisasi atazu internalisasi pencegahan dan peranganan
Benturan Kepentingan;
b. pemutakhiran kode etik;
c. pemutakhiran Standard Operational Procedure (SOP);

5. penegakkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penarganan Benturan Kepentingan ini agar dijadikan sebagai acuan

dalam bersikap dan berperilaku bagi selurah Psgawai, khususnya guna



mencegah dar merangani adanya situasi Benturan Kepentingan, dalam rangka
ikut mewujudkan pemerirzahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang

baik.

Pelaksanaan ketentuar dan kebijakan mengena: penanganar Benturan
Kepentingan perlu dipar:zau dan dieveluasi secara berkala oleh Inspektorat
Jenderal urtuk men aga agar tetap efektif den reievan dengan lingkungan yang

terus berubah.

- Jakarta, 1S November 2018
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
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